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Tulisan ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79 PUU-XVIII/2020 
tanggal 17 September 2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-
XIX/2021 tertanggal 31 Agustus 2021. Eksekusi jaminan fidusia yang didasarkan 
pada Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 
Jaminan Fidusia ternyata menimbulkan permasalahan dan dirasa tidak 
memberikan keseimbangan hukum antara para pihak debitur dan kreditur. Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengubah ketentuan Pasal 15 
ayat (2) dan (3) Undang-Undang tersebut. Namun, masih ada beberapa 
permasalahan dari putusan tersebut. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi 
mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVIII/2020 dan 
Nomor 2/PUU-XIX/2021. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 
mekanisme eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
79/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Metode Penelitian yang 
digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan 
pendekatan kasus berupa putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap tidak dapat melindungi hak 
konstitusional pihak kreditur. Akan tetapi faktanya, Putusan Mahkamah 
Konstitusi tersebut memberikan alternatif eksekusi jaminan fidusia melalui 
pengadilan, apabila terdapat ketidaksepakatan berkaitan dengan wanprestasi, 
maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan fidusia.  
 





This paper examines the Constitutional Court Decision Number 79 PUU-
XVIII/2020 dated 17 September 2020 and the Constitutional Court Decision 
Number 2/PUU-XIX/2021 dated 31 August 2021. Execution of fiduciary 
guarantees based on Article 15 paragraphs (2) and (3) Law Number 42 of 1999 
concerning Fiduciary Guarantees turned out to be problematic and it was felt that 
it did not provide a legal balance between the debtor and creditor parties. 
Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 amends the provisions 
of Article 15 paragraphs (2) and (3) of the Law. However, there are still some 
problems with this decision. Therefore, the Constitutional Court issued the 




2/PUU-XIX/2021. The purpose of this study was to determine the mechanism of 
execution of fiduciary guarantees after the decisions of the Constitutional Court 
Number 79/PUU-XVIII/2020 and Number 2/PUU-XIX/2021. The research method 
used is normative juridical with a statutory approach and a case approach in the 
form of a decision of the Constitutional Court which has permanent legal force. 
Based on this research, it can be concluded that the Constitutional Court's 
decision is considered unable to protect the constitutional rights of creditors. 
However, in fact, the Constitutional Court's decision provides an alternative for 
the execution of fiduciary guarantees through the courts, if there is disagreement 
regarding default, or voluntary submission of the object of fiduciary guarantees. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Sesuai dengan Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999, Fidusia 
adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan 
dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut 
tetap berada dalam penguasaan pemilik benda. Dalam Jaminan Fidusia 
nasabah atau debitur disebut sebagai Pemberi Fidusia, sedangkan Perusahaan 
Pembiayaan / Kreditur disebut sebagai Penerima Fidusia. Setelah terciptanya 
Perjanjian antara nasabah dan perusahaan maka barang jaminan harus segera 
didaftarkan fidusia paling lambat 30 hari setelah perjanjian dibuat dan 
didaftarkan terlebih dahulu pada Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan 
POJK No 29 Tahun 2014 Pasal 22 dan PP No 21 Tahun 2015 Pasal 4, untuk 
dibuatkan Akta dan Sertifikat Perjanjian fidusia.  
Perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang semakin 
modern tentunya berimbas pada semakin tingginya tingkat konsumtif 
masyarakat yang menginginkan, salah satunya, untuk memiliki kendaraan 
bermotor. Namun tidak semua masyarakat mampu untuk memenuhi 
keinginannya. Leasing merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang 
mendapatkan jaminan fidusia, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 
Tahun 2009, yang dapat membantu masyarakat untuk memenuhi 
keinginannya dengan jalan pembayaran secara berkala.  
Leasing atau Sewa Guna Usaha didefinisikan sebagai kegiatan 
pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna 
usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak 
opsi (Operating Lease), untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Lessee) 
selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. 
Penyewa Guna Usaha (Lessee) adalah perusahaan atau perorangan yang 
menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari Perusahaan 
Pembiayaan (Lessor). Pengadaan barang modal melalui leasing juga dapat 
dilakukan dengan cara pembelian barang Penyewa Guna Usaha (Lessee) oleh 
Perusahaan Pembiayaan (Lessor) yang kemudian disewagunausahakan 
kembali oleh Penyewa Guna Usaha. Pengadaan dengan cara ini disebut Sales 
and Lease Back. Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak 





Istilah debt-collector berasal dari bahasa Inggris yaitu debt dan 
collector. Debt berarti hutang dan collector berarti pengumpul. Debt-
Collector dianggap mencerminkan kriteria penagihan yang mengutamakan 
tindakan kekerasan dan dianggap tidak pantas digunakan pada perusahaan 
leasing di Indonesia. Debt-collector merupakan pihak ketiga, yang memiliki 
perjanjian dengan perusahaan leasing untuk melakukan upaya pemaksaan 
pengambilan kendaraan debitur karena belum membayar angsuran 
sebagaimana yang telah disepakati. Debt-collector sering dianggap oleh 
masyarakat sebagai penagih yang menggunakan kekerasan, sehingga mau 
tidak mau debitur harus menyerahkan kendaraan yang masih dalam cicilan 
tersebut kepada perusahaan leasing selama debitur belum melunasi 
angsurannya. 
Menurut pasal 1 PMK No.130/PMK.010/2012, perusahaan 
pembiayaan (leasing) yang melakukan pembiayaan konsumen untuk 
kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan 
jaminan dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia sesuai dengan undang-
undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia. Dalam Undang-Undang 
No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan jaminan kepada 
debitur dan kreditur (leasing) dalam proses eksekusi atau penarikan 
kendaraan yang mengalami kredit macet. Tanpa adanya sertifikat fidusia, 
debt-collector tidak boleh melakukan eksekusi di jalan karena berpotensi 
menimbulkan pelanggaran pidana.2 
Perusahaan pembiayaan di lapangan kesulitan mendapatkan haknya 
ketika menagih kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemberi hak fidusia 
(debitur), karena saat melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia, 
Debitur yang nakal akan mengelak dengan berlindung di balik Putusan 
Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.   
Dalam Pasal 15 ayat (2) Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 
Jaminan Fidusia sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi 
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 
menyatakan bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan 
tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara 
sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan 
prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia 
harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehubungan dengan hal 
tersebut, sudah menjadi suatu keharusan bahwa ketika pemberi hak fidusia 
(Debitur) cidera janji atau wanprestasi, pihak pemberi hak fidusia (Debitur) 
wajib menyerahkan objek jaminan fidusia kepada pihak penerima hak fidusia 
(Kreditur), dan apabila pemberi hak fidusia (Debitur) tidak menyerahkan 
objek jaminan fidusia tersebut pada saat eksekusi dilaksanakan, penerima hak 
fidusia (Kreditur) berhak mengambil objek jaminan fidusia dan apa bila 
 
1 Otoritas Jasa Keuangan, https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/82, diakses pada tanggal 
03 Oktober 2021 pukul 21.20. 
2 Atikah, Perusahaan Leasing dan Debt Collector Dalam Penagihan Kredit Macet Kendaraan Debitur, 




diperlukan dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Penulis akan 
membahas tentang eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur wanprestasi di 
Indonesia. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, 
yaitu: Bagaimana eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 79/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021? 
 
C. Metode Penelitian 
Tulisan ini disusun dengan metode yuridis normatif, dengan 
pendekatan peraturan perundang-undangan, dan konseptual, atas pendekatan 
tersebut digunakan beberapa bahan hukum primer yakni peraturan 
perundang-undangan yang relevan dengan3 objek kajian khususnya Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 2/PUU-
XIX/2021 yang didukung dengan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal 
dan sumber lain yang memuat penjelasan yang berkaitan secara konseptual 
dan teoritis dengan objek kajian, dan guna menemukan jawaban atas isu 
hukum yang diangkat maka teknik deskriptif digunakan sebagai suatu teknik 
analisis bahan hukum. 
 
D. Tinjauan Pustaka 
Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang tidak hanya 
mengikat para pihak (inter parties) tetapi juga harus ditaati oleh siapapun 
(erga omnes). Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Putusan 
Mahkamah Konstitusi bersifat final. Hal itu berarti Putusan Mahkamah 
Konstitusi telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam 
persidangan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan yang telah 
memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat untuk 
dilaksanakan. 
Awal tahun 2020, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan 
Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan ini terkait dengan perkara pengujian 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU 
Fidusia). Dalam putusan itu, Majelis Hakim MK mengabulkan sebagian uji 
materi Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 
tentang Jaminan Fidusia terkait sertifikat jaminan fidusia yang memiliki 
kekuatan eksekutorial. 
Fidusia secara etimologi bahasa berasal dari kata fiduciate, yang 
artinya kepercayan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara 
kepercayan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditur. 
Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi 
pelunasan utang tertentu,dimana memberikan kedudukan yang diutamakan 
kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya.   
 
3 Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan 
kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS 




Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan 
Fidusia, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya 
dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia 
merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan 
kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, hal ini tercantum 
pada Pasal 4 UU No. 42 tahun 1999. Yang dimaksud dengan "prestasi" dalam 
ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat 
sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Karena jaminan fidusia merupakan 
perjanjian ikutan, berarti ada perjanjian pokok yang menjadi induk dari 
perjanjian jaminan fidusia. Dari pengertian di atas, maka obyek jaminan 
fidusia yaitu benda bergerak yang berwujud, benda bergerak yang tidak 
berwujud, benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat 
dibebani hak tanggungan. Sedangkan subyek dari jaminan fidusia adalah 
adalah mereka yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian jaminan fidusia, 
yang terdiri dari atas pihak debitur sebagai pemberi fidusia dan lembaga 
pembiayaan (kreditur) sebagai penerima fidusia.  
Adanya istilah “prestasi” tentunya akan ada istilah “wanprestasi”. 
Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu “wanprestatie” yang 
artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan 
terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang 
dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena 
undang-undang. Dalam kaitan dengan fidusia, wanprestasi berarti 
pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian 
yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah 
diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian 
tidak boleh dilakukan. Ada 3 bentuk wanprestasi, diantaranya : 1. Tidak 
memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak 
memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama 
sekali. 2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi 
debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap 
memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. 3. Memenuhi prestasi tetapi 
tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila 
prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur 
dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. 
Berkaitan dengan objek fidusia berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang 
Jaminan Fidusia mengatur sebagai berikut : "Jaminan Fidusia tetap mengikuti 
Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda 
tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi 
obyek Jaminan Fidusia." Pasal ini mengikuti prinsip droit de suite dalam 
kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan. Benda yang dijaminkan secara 
fidusia penguasaannya tetap ada pada debitur tersebut. 
Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan dari keputusan 
pengadilan atau akta. Eksekusi jaminan fidusia merupakan penyitaan dan 
penjualan terhadap benda yang dijadikan senagai objek jaminan fidusia.4 
Tujuan dari dilakukannya eksekusi jaminan fidusia adalah untuk 
 




penjualan jaminan fidusia sebagai pelunasan atas kewajiban debitur yang 
belum terpenuhi. Pihak kreditur memiliki hak untuk menagih prestasi debitur 
termasuk menagih semua cicilan dan biaya-biaya lainnya yang belum 
dilunasi oleh debitur, serta memiliki hak untuk mengeksekusi obyek leasing 
yang dijadikan jaminan tanpa harus mengembalikan kelebihan harga dari 
hasil penjualan obyek tersebut.5 Eksekusi jaminan fidusia ini timbul apabila 
debitur melakukan wanprestasi (tidak dapat memenuhi prestasinya) atau 
cidera janji. Apabila dalam pelaksanaannya terjadi wanprestasi oleh debitur 
yang menyebabkan kerugian bagi kreditur atau perusahaan leasing, maka 
berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata pihak yang dirugikan dapat menuntut 
ganti rugi berupa biaya, rugi dan bunga.6 Dasar dilakukannya eksekusi 
jaminan fidusia yaitu berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia 
yang dimana menyatakan bahwa apabila pemberi jaminan fidusia melakukan 
cidera janji, maka dapat dilakukannya eksekusi terhadap benda yang 
dijadikan objek jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Dalam Undang-
Undang Jaminan Fidusia eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 dan 
Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia.  
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 
1999 Tentang Jaminan Fidusia, dalam Pasal 1 angka (9), debitur mempunyai 
pengertian yaitu pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau 
undang-undang. Debitur adalah pihak pemberi fidusia. Debitur disini berarti 
perorangan yang memperoleh fasilitas penyediaan dana. Penyediaan dana 
adalah kredit atau dapat dipersamakan seperti itu, berdasarkan persetujuan 
atau kesepakatan pinjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 
tertentu dengan pemberian bunga (Peraturan Bank Indonesia Nomor : 
9/14/PBI/2007). 
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 
1999 Tentang Jaminan Fidusia, dalam Pasal 1 angka (8), disebutkan bahwa 
kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau 
undang-undang. Kreditur disini adalah pihak penerima fidusia.  
 
E. Pembahasan 
1. Kasus Posisi 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 
menghasilkan norma yang dirasa menimbulkan kerugian konstitusional bagi 
para kolektor. Putusan tersebut mengubah ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) 
Undang-Undang Fidusia. Dalam putusan No.18/PUU-XVII/2019 itu 
disebutkan, pihak leasing yang ingin menarik kendaraan harus mengajukan 
permohonan kepada pengadilan negeri. Adanya pengaturan yang 
menyebutkan bahwa prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat 
 
5 Ni Kadek Candika Prawani, Nyoman Mas Ariani, Perlindungan Hukum Leassor Terhadap Obyek 
Leasing Apabila Lessse wanprestasi, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 06, 
No. 06, h.7, URL: https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/33282 diakses pada 
tanggal 10 Oktober 2021. 
6 Munir Fuady, 2014, Hukum Tentang Pembiayaan, Cetakan kelima, PT Citra Aditya Bakti:Bandung, 





Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan 
eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga 
membuat profesi kolektor internal terdampak dan terancam sehingga tidak 
mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan juga tidak mendapatkan hak 
akan penghidupan yang layak, padahal sejatinya profesi tersebut Pemohon 
merupakan profesi yang sah. Uji materi diajukan kepada mahkamah 
konstitusi terkait materi Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) 
UU Jaminan Fidusia. Sedangkan pasal batu uji yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 
27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945. Pasal 15 
ayat (2) UU Fidusia menyebutkan, “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama 
dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” 
Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia menyebutkan, “Dalam 
ketentuan ini, yang dimaksud dengan ‘kekuatan eksekutorial’ adalah 
langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta 
mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.” Permohonan uji 
materi dilakukan dua kali oleh pemohon yang sama dengan memperbaiki 
objek pengujian agar permohonan tidak kabur dengan mengikuti 
pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-
XVIII/2020. 
 
2. Eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 79/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengubah 
ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No 42 tahun 1999 
tentang Jaminan Fidusia menimbulkan beberapa permasalahan karena selama 
ini banyak tafsiran terkait putusan tersebut. MK telah menolak 
pengujian Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang 
No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait eksekusi sertifikat jaminan 
fidusia. Majelis Mahkamah Konstitusi menganggap tidak terdapat persoalan 
konstitusionalitas norma dan norma yang dimohonkan juga telah diputus dan 
dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-
XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
2/PUU-XIX/2021 hanya penegasan saja. Tidak ada perbedaan dengan 
putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya (Putusan Mahkamah Konsitusi 
No.18/PUU-XVII/2019). Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 2/PUU-
XIX/2021 menegaskan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan 
negeri hanya sebuah alternatif. Alternatif yang dimaksud adalah pilihan 
apabila kesepakatan wanprestasi tidak dicapai dan tidak ada penyerahan 
sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur, maka pilihan eksekusinya tidak 
boleh dilakukan sendiri oleh kreditur, tapi minta bantuan pengadilan negeri 
untuk melakukan eksekusi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi menegaskan 
bahwa pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan 
negeri hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan. Mahkamah 
Kosntitusi berupaya menjamin kesetaraan posisi antara debitur dan kreditur, 
dimana jalur hukum ditempuh apabila terdapat ketidaksepakatan berkaitan 
dengan wanprestasi, maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan 




yaitu antara debitur dan kreditur. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
2/PUU-XIX/2021 tepatnya, pada halaman 83 paragraf 3.14.3. menyebutkan, 
untuk debitur yang mengakui ada wanprestasi, bisa menyerahkan sendiri 
objek jaminan fidusia kepada kreditur. Akan tetapi, eksekusi juga bisa 
dilakukan langsung oleh kreditur jika debitur mengakui ada wanprestasi 
dalam artian menunggak pembayaran yang telah disepakati dalam waktu 
Dengan landasan dari keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, jika di awal 
kreditur dan debitur sepakat dengan penyitaan jika ada masalah, proses 
eksekusi tak perlu lagi dilakukan melalui pengadilan. Putusan Mahkamah 
Konstitusi tersebut berlaku untuk semua objek jaminan fidusia, termasuk 
objek fidusia terhadap benda tetap (tidak bergerak) yang tidak dibebani hak 
tanggungan. Sebab, objek fidusia benda tidak bergerak yang tidak dibebani 
hak tanggungan itu, salah satu jenis objek jaminan fidusia yang diperintahkan 
Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia. Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia 
menyebutkan “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak 
baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak 
khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak 
tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No.4 Tahun 1996 tentang 
Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia 
(debitur), sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan 
kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia (kreditur) terhadap 
kreditur lainnya.” 
Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diperbolehkan menggunakan 
jasa kolektor. Hal ini mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
(POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha 
Perusahaan Pembiayaan, terdapat sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi 
kolektor agar dapat menarik jaminan fidusia. Beberapa  dokumen yang perlu 
dibawa oleh kolektor dalam proses eksekusi jaminan fidusia adalah kartu 
identitas, sertifikat profesi dari lembaga resmi, surat tugas dari perusahaan 
pembiayaan, dan bukti jaminan fidusia. Pada pelaksanaannya, kolektor tidak 
boleh bertindak semena-mena dan menggunakan kekerasan. Apabila terjadi 
ketidaksepakatan, kolektor dan debitur menyelesaikannya di pihak berwajib, 
dalam hal ini kepolisian. Hal ini tertuang dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-
Undang Jaminan Fidusia, yang berbunyi “Dalam hal Pemberi Fidusia tidak 
menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu 
eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang 
menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan 
pihak yang berwenang”. 
Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan meminta bantuan 
dari pihak Kepolisian, yang tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian 
Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan 
Eksekusi Jaminan Fidusia, dimana terdapat pernyataan bahwa Kepolisian 
Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas dan 
berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 
hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan 
sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang 
memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan atau 




Eksekusi Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama 
dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga 
memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jika 
dilakukan dengan bantuan pihak Kepolisan, maka diharapkan pelaksanaan 
eksekusi jaminan Fidusia dapat dilakukan secara aman, tertib, lancar, dan 
dapat dipertanggungjawabkan, serta terlindunginya keselamatan dan 
keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau 
masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda 




Eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
79/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 dianggap menimbulkan 
kerugian konstitusional bagi kreditur, karena berdampak terhadap kreditur di 
lapangan yang kesulitan mendapatkan haknya ketika menagih kewajiban 
yang harus dipenuhi oleh debitur, karena saat melakukan eksekusi terhadap 
barang jaminan fidusia, debitur yang tidak bertanggung jawab akan mengelak 
dengan berlindung di balik Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Selain itu, 
Perusahaan pembiayaan sebagai pihak yang menggunakan jasa kolektor, 
memperlakukan kolektor dengan berbeda pasca Putusan Mahkamah Konsitusi 
tersebut, baik dari mulai banyaknya kasus yang diberikan kepada kolektor 
hingga besaran penghasilan yang diberikan kepada kolektor. Eksekusi 
jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-
XVIII/2020 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 memberikan alternatif pelaksanaan 
eksekusi melalui jalur hukum yaitu pengadilan negeri apabila terdapat 
ketidaksepakatan berkaitan dengan wanprestasi, maupun penyerahan secara 
sukarela objek jaminan fidusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 
eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama 
eksekusi bisa dilakukan langsung oleh kreditur jika debitur mengakui ada 
wanprestasi dalam artian menunggak pembayaran yang telah disepakati dan 
dilakukan secara sukarela. Atau dengan cara kedua, yaitu apabila kesepakatan 
wanprestasi tidak dicapai dan tidak ada penyerahan sukarela objek jaminan 
fidusia oleh debitur, maka pilihan eksekusinya tidak boleh dilakukan sendiri 




Kesulitan melakukan eksekusi fidusia tentunya akan berdampak 
terhadap peningkatan kasus atau laporan di kepolisian karena adanya pihak 
yang merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya. Agar eksekusi dapat 
dilaksanakan secara aman, tertib, lancar, dan terkendali, ada baiknya pihak 
kreditur meminta bantuan pengamanan dari pihak kepolisian agar terhindar 
dari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat pelaksanaan eksekusi jaminan 
fidusia. Sesuai dengan amanat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan 
Fidusia, Pada Pasal 7 diungkapkan bahwa permohonan pengamanan eksekusi 
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